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ABSTRAK

Indirwan. 2020. E0016471. ANALISIS PENGATURAN TENTANG
PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU PARTAI POLITIK TERHADAP
STATUS KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
MENURUT SISTEM KEDAULATAN RAKYAT. Penulisan Hukum
(Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulisan hukum ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan terkait
pelaksanaan hak recall partai politik terhadap status keanggotaan DPR yang telah
ada selama ini dan korelasi antara hak recall partai politik terhadap keanggotaan
DPR dengan sistem kedaulatan“rakyat dalam-Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan
hsitoris, pendekatan kasus, dan pendekatan kenseptual. Sumber hukum yang
digunakan terdiri dari-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan
hukum adalah'menganalisis-hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan
teori-teori yang terdapat dalam tinjauan pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak recall selama ini baik rentan
tahun 1966 sampai dengan tahun 2003 maupun hukum positif yang berlaku saat ini
sudah sesuai denganwamanat yang.diberikan oleh undang-undang, hanya saja
menimbulkan permasalahan dalam salah satu alasan pemberhentian antar waktu
yaitu yang didasarkan pada pelanggaran AD/ART partai. Korelasi antara hak recall
partai politik terhadap status keanggetaan DPR dengan sistem kedaulatan rakyat
ialah tidak sejalan dengan sistem pemilu dengan kedudukan partai politik di
lembaga perwakilan, kemudian aturan recall yang didasarkan pada pelanggaran
AD/ART tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat.

Kata Kunci: Anggota DPR, Kedaulatan Rakyat, Partai Politik,

Pemberhentian antar Waktu



ABSTRACT

Indirwan. 2020. E0016471. ANALYSIS OF REGULATION CONCERNING
TERMINATION OF RECALL OF POLITICAL PARTIES ON THE STATUS OF
MEMBERSHIP REPRESENTATIVES BY THE PEOPLE'S SOVEREIGNTY.
Legal Writing (Thesis). Faculty of Law Sebelas Maret University.

The writing of this law describes and examines issues related to the implementation
of the recall right of political parties to the existing membership status of the DPR
and the correlation between the recall right of political parties to the membership
of the DPR and the people's sovereignty system in the 1945 Constitution of the
Republic of Indonesia.

This research belongs to the type of normative legal research. The approach used in
this research is the statutory approach, the.legalist approach, the case approach, and
the conceptual approach. The legal sources used consist of primary and secondary
legal materials. The technique of data-collection is done by library research. The
technique of analyzing legal material 1s to analyze the results of research and
discussion using the theories contained in the literature review.

The results showed that-the implementation of the right of recall so far both
vulnerable from 1966 to 2003 as well as the positive law that is in force today is in
accordance with the mandate given by.the law, only it causes problems in one of
the reasons for intermission-that is based on violation of AD / ART of the party.
The correlation between therecall right of political parties to the membership status
of the DPR and the sovereigntysystem of thepeopleis not in line with the electoral
system with the position of political parties in representative institutions, then the
recall rules based on violations of the AD / ART are not in accordance with the
principles of popular sovereignty.

Keywords: Members of Parliament, People's Sovereignty, Political Parties,
Recall
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MOTTO

“Jadilah besar bestari dan manfaat untuk sekitar.”
(Kunto Aji)

“If you live according to what others think, you will never be rich.”

(Seneca)

“Sekali menyerahs@akan menjadi kebiasaan”

(Penulis)

Dalam setiap langkah, jangan pernah tinggalkan ikhtiar dan berdoa.

Setinggi-tingginya-manusia ialah yang dapat bermanfaat untuk orang lain.

PERSEMBAHAN

Untuk orang-orang yang senantiasa mendoakan dan saya cintai, Bapak dan lbu
saya, Kakak saya, Adik saya serta Keluarga. terkasih, dan teman-teman
seperjuangan:
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“ANALISIS PENGATURAN TENTANG PEMBERHENTIAN ANTAR
WAKTU PARTAI POLITIK TERHADAP STATUS KEANGGOTAAN
DEWAN PERWAKILAN'RAKYAT MENURUI SISTEM KEDAULATAN
RAKYAT?”. Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.

Penulisan hukum ini membahas mengenai_analisis pengaturan tentang
pemberhentian antar waktu partai politik ‘selama ini dan hubungannya dengan
sistem kedaulatan rakyat. Saya menyadari penulisan: hukum ini jauh dari kata
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masukan, kritik yang dapat memperkaya penulis pengetahuan penulis di kemudian
hari.

Penulisan hukum.ini.tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai
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1. Ibu Prof. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani S.H., M.M., selaku Dekan
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
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3. lbu Dr. Andina Elok Puri Maharani S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi
yang juga selalu memberikan bimbingan dan dukungan yang sangat
membangun selama proses penulisan hukum ini.

4. lbu Djuwityastuti S.H., M.H., selaku pembimbing akademik yang meskipun

telah pensiun sebelum saya memulai penulisan hukum ini, tetapi banyak
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